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Abstrak
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya apabila

tidak dibacakan, dan untuk mengetahui kriteria dan norma-norma yang dipakai untuk memutuskan sanksi

yang pantas bagi Notaris yang terbukti bersalah melanggar kode etik dengan menganalisa lebih dalam

Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Nomor M.01.MPWN.Prov.Jatim.12.14 Tahun 2014, yaitu

putusan mengenai kasus dimana Notaris Achmad Munif, SH.MM yang mengeluarkan Akta Nomor 31

tertanggal 12 Februari 2014 tentang Pernyataan Putusan Rapat Perngurus Perkumpulan Pembina Lembaga

Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Banyuwangi. Penelitian ini merupakan

penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan

perundang-undangan dan buku.

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa suatu akta dibawah tangan nilai pembuktiannya

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sepanjang para pihak mengakuinya, sedangkan suatu akta

yang dinyatakan batal demi hukum, maka akta tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah dibuat.

dalam akta para pihak yang memenuhi ketentuan hukum perdata materil dan Notaris melakukan kesalahan

dalam pembuatannya maka akta tersebut paling tinggi hanya kembali menjadi akta di bawah tangan

sebagaimana akta yang ditandatangani oleh pihak tanpa melibatkan notaris, tapi manakala hukum perdata

materil yang dilanggar, baik mengenai syarat subyektif maupun syarat obyektif dari syarat sahnya

perjanjian, maka akibat hukumnya juga akan kembali kepada KUHPer, yaitu dapat dibatalkan atau batal

demi hukum.

<hr><i>This study is aiming to understand the responsibilities of a Notary towards his or her deed of

agreement that once written but not being read out to his or her clients. This study also investigating the

appropriate sanctions to the Notary that is violating the ethical codes and proven guilty by breaking the

criteria of Notary?s norms and values they have been taught. Further, this study will analyze in depth the

Decision of Majelis Pengawas Wilayah Notaris Nomor M.01.MPWN.Prov.Jatim.12.14 Year 2014, whereas

the case started when Notary Achmad Munif, SH.MM issued a deed Number 31 dated February 12, 2014

about The Meeting Decision and Statement from Elder Members of Indonesia?s University Lecturers

Association in Banyuwangi, East Java. Moreover, the decision from the case above will be elaborated in this

study by using an investigation of law that has a juridical normative quality and applicable secondary data

such as legislations and books.

This study will conclude that a Un-Notary Deed will have a proven values that is as perfect as any Legal

Notary Deed as long as all parties in the Deed aware and admitting the Deed itself. In other case, when a

Notary Deed is being stated null in the face of law even though all parties associated with this Deed are

compelling the rules and regulations of Indonesia?s Civil Laws, still this Deed will be considered never
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existed and the Notary?s signature will be waived. The Deed itself will be considered a Un-Notary Deed.

Furthermore, when the Notary Deed is violating the Civil Law, thus, the legality conditions of the Deed

(Objective condition and Subjective condition) will have legal implications referring to KUHPer

(Indonesia?s Civil Law) and the Deed itself can be considered null or required to be void by laws.</i>


